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GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran
masyarakat mengenai dampak korupsi, perlu
menyelenggarakan Pendidikan antikorupsi kepada
masyarakat terutama di lingkup satuan pendidikan,
aparatur sipil negara, badan usaha milik daerah, serta
masyarakat penerima hibah dan bantuan sosial;

bahwa dengan Pendidikan antikorupsi, diharapkan
dapat mengajak Satuan Pendidikan, aparatur sipil
negara, badan usaha milik daerah, serta masyarakat
penerima hibah dan bantuan sosial dari Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat dalam membangun perilaku
dan budaya antikorupsi guna mengoptimalkan upaya
pencegahan tindak pidana korupsi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom  Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851});
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.




10.

Ul'ldang-_;Undang Nomor 31 Tahun1999

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4150);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4769);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
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Menetapkan

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Provinsi Kahmantan ‘Barat.

12,

13.

14.

15.

16.

tentang Perubahan Atas Peratura:q
Tahun 2008 tentang Gura (Lembaran
Indonema Tahun 2017 NomorlO
Negara Reépublik Indonesia. Nomor"-GOS
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tah
Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Negara Repubhk Indonesia’ Tahun __
Tambahan Lembaran Negara Republik

5105) sebagaimana telah diubah
Pemerintah Nomor 66 'I‘ahun 2010
Atas Peraturan Pemenntah :
tentang Pengelolaan dan - Peny
(Lembaran Negara Repubhkf [ndone
Nomor 112 Tambahan Lem‘ba:‘an
Indonesla Nomor 5157)

Republik Indonema Tahuri 2’
Peraturan Menteri Pend:d

1172); -
Peraturan Menteri Pendldﬂ;an" '

Repubhk Indonesia Tahun 2
Peraturan Daerah Nomor E

Daerah Promnm Kahmantan.
’I‘ambahan Lembaran Daerah Provm
Nomor 1?8),

MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR_
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

" BABI
KE'I‘ENTUAN UMUM
 Pasal 1

PERAAGHAT DAERAH

PEMRAKARSA ASISTEX ]
el .
7




10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.

Gubernur adalah Gubmnur I
Dinas Pendidikan dan 51(&1311"

keagamaan, pengendahan_
keterampllan yang leeﬂ'.

Sekolah Menengah Ataa:
Masyarakat. il

keunikan lokal.
Penyelengg&m Pend‘djkan

jenjang pendidikan menengah
sederajat.




17. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan =
pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat.

18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bag;l
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja- yang
bekerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

19. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut pegawai BUMD
adalah dewan komisaris/dewan pengawas, direksi dan seluruh karyawan
pada badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruh sahamnya
dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

20. Masyarakat adalah badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta
organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerash Provinsi
Kalimantan Barat. .

21. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendjdnk dan-
sumber belajar pada suatu hnglcungan belajar. o

22. Nilai-Nilai Karakter adalah alkap dan prilaku yang didasarkan pada norma :
dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aapek ¥
personal/kepribadian, aspek sosial dan aspek lingkungan,

23. Pendidikan Antikorupsi adalah pendidikan yang dilaksanakan di Daerah
Provinsi yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber"
dari penanaman pendidikan karakter. ]

24. Kegiatan Intra Kurikuler adalah Kegiatan yang dllaksanakan untuk 3!
pemenuhan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-' Bl

undangan.
25. Kegiatan Ko-kurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan'
atau pendalaman kompetensi dasar atau indikator pada mata '

pelajaran/bidang sesuai kurikulum. g S
26. Kegiatan Ekstra Kurikuler adalah kegiatan dibawah bn'nbmgan dan._'- f i

pengawasan sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan potens:, ‘bakat, g8

minat, kemampuan, Kkepribadian, kerjasama, kemandirian peserta d.'ldlk o

secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Lo o
27. Musyawarah Guru Mata Pelajaran adalah wadah kegiatan" profesmnal ba.gl -~

guru SMA/MA/SMK di Tingkat Kabupaten yang terdiri dari se]umlah guru

dari sejumlah sekolah. KT I
28. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah adalah wadah kegiatan profeslonal bagl' .

Kepala SMA/SMK di tingkat Kecamatan/Kabupaten yang terdiri dari aejumlah

Kepala Sekolah dari sejumlah sekolah.

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah: N
a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang. Maha el S
Esa; 4
b. sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta L
berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima; o ity
c. sebagai pedoman bagi pendidik: dan tenaga kependidikan dalsin’ memberilca.n' IR
bimbingan, pembinaen dan pengasuhan yang merupakan  bagian tldak" Bt
terpisahkan dari proses pembelagaran terhadap peserta didik d1 sekolah otk s e r
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d. melatih Peserta Didik, ASN, Pegawai BUMD serta Masyarakat Penmma_mbah-‘- ik
dan Bantuan Sosial untuk membiasakan pola hidup yang- rehgma jujur, -
sederhana, disiplin, pekerja keras, mandiri, berani, adil, gemar membaca,

peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggungjawab yang dzperkena]kan': ¥

melalui proses pembelajaran di sekolah;
e. menjadikan satuan Pendldakan sebagai sarana pembentukan - sikap da.n

perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan mmah tlan' |

lingkungan tempat tinggalnya; o
f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara . pendxchk tenaga
kependidikan dan orangtua Peserta Didik, ASN, Pegawai BUMD serta

Masyarakat Penerima Hibeh dan Bantuan Sosial dalam mewujudkan mta-cua'-jf et

Pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan H
g- menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat e

Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter masyarakat Kahmantan L

Barat.

Pasal 3
Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. penyelenggaraan pendidikan antikorupsi;

b. kerjasama;

c. sosialisasi dan publikasi;

d. monitoring evaluasi dan pelaporan;

€. peran Pemerintah;

f. penghargaan; dan

g. pembiayaan.
BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
Bagian Kesatu
~ Sasaran

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Satuan Pendldikah. el

terintegrasi dalam semua mata pelajaran dan keguatan lamnya-."pada aa_tuan- s --:
Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai- dan perﬂaku i

ayat (1) terkait dengan nilai dan perilaku dalam penyelengga.raan pendldlkan :

antikorupsi pada satuan pendidikan tercantum -dalam Lamplran -

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur and. . L
(3) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada semua mata pelajaran 2

dan kegiatan pada satuan Pendidikan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1} e

dilaksanakan melalui:

a. kegiatan intrakurikuler;

b. kegiatan ko kurikuler;

c. kegiatan ekstra kurikuler; ' :

d. kegiatan Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran, dan g Sy

KARO PERANGEAT DAERAN i
k
\




e. kegiatan Kelompok Kerja =Kepala Sekolah/Musyawarah - Kerja Kepala
Sekolah. ' i !

(4) Materi Pendidikan Antikorupsi . bagi ASN dan Pegawai BUMD di lingkungan
pemerintahan daerah disampaikan sekurang-kurangnya selama 2 ‘(dua) jam
pelajaran dalam setiap diklat. :

(S) Sasaran Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi adalah:

a. tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta didik yang terdiri atas: -
1. Tenaga pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta  Didik
di SMAN/SMKN/SLBN; dan | e
2. Tenaga pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta didik -
di SMA/SMK/SLB Swasta; _ o B
b. ASN;
¢. pegawai BUMD; dan/atau -
d. masyarakat Penerima Hibah dan Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah., o

Bagian Kedua # 0 5 E g
5 . FH g o e
Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan oleh satuan pendidikan,

Pasal 6 b i

Penerapan integrasi Pendidikan Antikorupsi bagi Satuan Pendidikan dilaksanaksn | -

a. mengimplementasikan budaya Antikorupsi setiap kegiatan intra kurikuler, ko
kurikuler dan ekstra kurikuler; TLEE.

b. menyediakan Kas Sosial Kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara’
sukarela untuk Kas Sosial Kelas dengan tujuan peserta didik ‘dapat'me
keuangan Kas Sosial Kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggun

¢. menyediakan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan sebagai -
penampungan benda-benda yang ditemukan oleh warga satuan pendidik
untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan |
miliknya dilaksanakan dengan cara: T e S ety
1. Warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa =

datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang; dan o ey ik
2. Pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, |
ciri-ciri barang, warna barang atau bentuk barang. SR EIUNE o e

d. menyediakan Kantin Kejujuran sebagai tempat untuk memberikan pendidikan’
kejujuran pada peserta didik dan warga satuan pendidikan  sebags
pembelajaran Antikorupsi; R

e. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi, antara lain
orang tua peserta didik, dunia: usaha, Organisasi Masyarakat dan‘instansi
terkait; dan B oo e :

f. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam: rangka N
mendukung pendidikan Antikorupsi. Sl




Tenaga Pendidik yang telah mengikuti Pendidikan Antikorupsi aebm

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a mengajarkan Pendidikan Antikorupsr' i - i
kepada peserta didik dengan berpedoman pada bahan ajar. ol

Pasal 8

Penerapan Pendidikan Anti korupsi bagi Tenaga Pendidik sebagannana dnmaksud ]

dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: R

a. mengintegrasikan kegiatan pembelajaran Antikorupsi sebagai ‘bahan dalam' :
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran; g e

b. membimbing dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakier berda&arkan Nﬂmif_
dan Perilaku Antikorupsi; E

c. memfasilitasi Peserta Didik mengenai Nilai dan perilaku Anti Korupal pada awal H
kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi Peserta Didik =~
untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh Nilai dan perilaku"
Antikorupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;

d. pada akhir kegiatan pembelajaran tenaga pendidik: . e © fnt R
1. merefleksikan nilai dan perﬂaku Anti Korupsi yang telah atau t:dak terhhat S

selama kegiatan pembelajaran berlangsung; dan ChE

2. mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembela,]aran dengan

cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/ terllhatl”'
dari peserta Didik selama kegmta.u pembelajaran berlangsung. |
Pasal 9 | el
Penerapan Pendidikan Antikorupsi bagi Tenaga Kependidikan d11 ksanaksn

dengan cara sebagai berikut: Gl it
a. mengintegrasikan muatan pendxdlkan Antikorupsi ke - dalam mstrumen i E o
supervisi: ] RS
b. membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan Nllal dan' F ek
Perilaku Anti Korupsi; e
c. memfasilitasi Peserta Didik mengenah Nilai dan penlaku Antikorupsi "'--:"dl_-- Pl
lingkungan satuan pendidikan dan mengingatkan/memotivasi Peserta Didik Ry
untuk bertindak sesuai dengan seluruh Nilai dan perilaku - Antlkomps: selama- Al Lk
kegiatan pembelajaran berlangsung; dan Sl
d. merefleksikan nilai dan perilaku Antikorupsi yang telah atau txdak terhhat d1 LA
lingkungan satuan pendidikan. :

Bagian Ketiga
Aparatur Sipil Negara

Pasal 10

(1) Pendidikan Antikorupsi bagi ASN sebagaimana dimaksud da.lam Pasal 4 ayat (5)’_‘ b
huruf b diberikan pada setiap pelatihan yang d.tselenggarakan oleh ;
daerah yang membidangi Pendidikan dan Pelatihan. '. tEy il s

(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Jems R e
1. pelatihan teknis; i
2. pelatihan fungsional;

3. pelatihan manajerial;

EARO PERABGHAT DABRAN
HURUM PEMRARARSA




4. pelatihan kepemimpinan; c'laﬁ/atau -
5. pelatihan lainnya sesuai dengan ketentuan :peratu

Pasai 11

Pemberian materi pada Pendidlkan Antiloompsi se
Pasal 10 ayat (1) dilakukan olel:l Penyulu_h
Sertifikasi Antikorupsi dari lemba,ga yang berwenang Rl

Pasal 19 :

Waktu pelajaran Pendidikan Antikorupm pada ASN &
Pasal 10 diberikan minimal 2 (duaJ Jam Pelagaran :

(1) Setiap BUMD wajib menyelenggarakan 7

para pegawai BUMD di lingkungannYﬂ 55 o8,
ayat (5) buruf c.

(2) Pendidikan Antlkorupal se \gaimana - dimaks
melalui program IR
antikorupsi. ‘

(3)

(1)

kemasyarakatan, _
dan bantuan sosial yang ber&umber dan
Daerah. - 5
(2) Pelaksanaan Pendidikan Antlkorupsi bagl
pada ayat (1) dilakukan: oleh; rang
dan bantuan sosial dalam proses
penatausahaan, momtbnng 5
pelaporan/ perhanggung;awahan sesum ketentu |
undangan. =

(1) Penyelenggaraan Pendidikan A;:ttikor‘upsi dapat
daerah bekerjasama dengan: -
a. pemerintah pusat; . P
b. pemerintah daerah lamnya, dan/atau A




o, piltink kefign. : b s 4
(2) Kerjasama dengan Pemerintah Pusat sebagaimana chmaksud pada ayat [1)
huruf a, diantaranya dengan Komisi Pemberantaaan Korupsi, _
Kementerian/Lembaga dan/atau instansi vertikal di Daerah. 1t
(3) Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dlm&ksud yada-" L
ayat (1) huruf b, diantaranya dengan Pemetintah - Provmsl Lmn dan
Pemerintah Kabupaten/Kota. i
(4) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat:'f(l)_h Byl g
meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, Orgamsaal G
kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang udak_berbadan ok
hukum sesuai ketentuan pera.tumn perundang—undangan A
(5) Pelaksanaan kerjasama dalam rangka - penyelenggaraan PendeJka.n A
Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dﬂaksanakan ai
ketentuan peraturan pemndang-undangan

 BABIV o
SOSIALISASI DAN PUBLIKASI -

- Pasal 16 ;
Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pendxdlkan antlkoru

dilakukan oleh seluruh perangkat daerah/unit kerja dan BUMD 'sesuai' ; engan
tugas dan kewenangannya. : _ Yl

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 17

(1) Inspektorat Provinsi melaksanakan momtonng .dan- evaluam
pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Antlkorupaim Da rah.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dnnaksud ; pada ya
dilaporkan kepada Gubernur paling sedikit - § (satu} tah_ 1 se
sewaktu-waktu apabila dlperlukan &

BAB VI o R
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA i o eek
Pasal 18 !

Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan penyeleng@raan' '*-‘Pendﬂjkan_"i
Antikorupsi sesuai kewenangannya dengan berkoordinas: kepad ,Gu
sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah. : o

~ BABVII
PENGHARGAAN

. Pasal 19

(1) Gubernur dapat memberikan penghargaan- dalam rangka pemngkatan dan
pengembangan kegiatan Pendidikan Antikorupsi.

(2) Penghargaan diberikan kepada perorangan/badan/Lembaga ya.ng ' berhasd
dalam penyelenggaraan Pendxdlkan Antikorupsi. : ok

. -."'n-—'vf-‘-"a
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(3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi kepada masyarakat terutama di lingkup
satuan Pendidikan, ASN, BUMD, serta masyarakat penerima hibah dan bantuan
sosial dari Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam)
bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 22
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Barat.

25 Februari 2022

Diundangkan di Pontianak

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR




LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 7  TAHUN 2022

TENTANG PEYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

INTEGRASI NILAI DAN PRILAKU DALAM PENYELENGGARAN PENDIDIKAN
ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

Nilai dan Perilaku Ciri-ciri
Anti Korupsi
1 2
Mengenal perilaku korupsi a. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu
yang harus dihindari dihindari; :

. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu;

menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi
yang diketahui dirumah, disatuan Pendidikanf
dan di masyarakat; dan

. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak

mengandung unsur korupsi yang pernah
dilakukan siswa.

Berlaku religius,
sederhana, disiplin, pekerja
keras, mandiri, berani, adil,
gemar membaca, peduli sosial
dan bertanggungjawab.

jujur, | a.

melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan
keyakinan masing-masing, menerapkan sikap
dan prilaku yang patuh dalam melaksanakan'
ajaran agama yang dianutnya, toleransi terhadap
pelaksanaan ibadah agama lainnya, hidup mkun
dengan pemeluk agama lainnya;

berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya, berprilaku yang
didasarkan pada upaya menjadikan dirinya
sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam
perkataan dan perbuatan;

menghargai adanya perbedaan, tidak bergaya
hidup mewah;

. menerapkan tindakan yang menunjukkan prﬂaku

tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan |
peraturan;

membiasakan diri berbudaya kerja, berbudaya|
hidup sederhana dan berbudaya literasi; -
terbiasa berlaku tidak memihak kepada ampapun.
dalam melakukan tindakan; dan .
menerapkan sikap dan perilaku untuk
melaksanakan tugas dan kewajiban yang harus
dilakukan baik terhadap diri sendiri, masyamkat, s
lingkungan, Negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Hanya menerima sesuatu |a.

pemberian sesuai dengan yang

menjadi haknya. b.

menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai
dengan haknya; dan

tidak mau mengambil sesuatu yang bukan
haknya.
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Menghormati dan memenuhi
hak orang lain.

Mampu menganalisa sebab
dan akibat dari perilaku
korupsi dalam  kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.

Memiliki kebanggaan
berperilaku Antikorupsi.

Membudayakan perilaku
Antikorupsi di lingkungan
keluarga dan masyarakat.




